BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

: bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 6 Peraturan Dacrah
Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

1

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten / Kota Madya Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730)
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1965 ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme { Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286 ) ; '

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400 };

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lémbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
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kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438} ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lerabaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial ( Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 6 Tahuh 2014 tentang Desa (
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5495j;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502 )sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara 5340 ); '

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4573 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah {(Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 45835 ;



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan ' Pemerintah ~ Nomor 73 " Tahun 2005 tenting

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {
Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4737 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah {Lembaran Negara Tahun
2007 Nomar 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik { Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972 ),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2012 ; '

Peraturan Pemerintah Nomwor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart
Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah { Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

Peraturan Menteri Palam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana
Operasional ;

Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor 84/PMK.07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil
Cukai hasil Tembakaut sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07 /2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, Pengajnan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban penggunaan Bahtuan Keuangan Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Ngara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang
Standar Tarif Pelayanan Keschatan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional Pada Fasilitasi Keschatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitah Nomor 1 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E
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Tahun 2007 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11); '

Peraturan. Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun
2006 tentang Bantuan Keunangan Kepada Partai Politik (
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2006 )

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok  Pengelolaan Keuanganh Daerah (
Lembaran Daecrah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank
Perkreditan Rakyat Jawa Timur {(Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM

Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2007 Nomor 14) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25 } ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007
tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2007 Nomor 26 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007
tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan
(Lemnbaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007 )
yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peratran
Daerah Nomor 4 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 4 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007
tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28
) yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2012 { Lembaran Paerah Tahun 2012
Nomor S} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahumn 2007
tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007
Nomor 29 );

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2008 Nomor 7 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank
Jatim ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010
Nomor 5 ) ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8§ Tahun 2010
Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 8 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun .2010
Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 9 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nnmor 10 Tahun 2010
Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 10 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daecrah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 11 J;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010
Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 12) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010
Tentang Pajak Parkir {Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 Nomor 14 };

Peraturan Daerah Kabnpaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010
Tentang Pajak Air Tanah {Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2010 Nomor 135 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010
Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16 };

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010
Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 18 ') ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010
Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor
19 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomior 20 Tahun 2010
Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran
Daerah Kabupatcn Pacitan Tahun 2010 Nomor 21 ) ;

Peraturan Daerah Kabnpaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang [ RPJP )
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 5) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman ber Alkohol

" ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 8) ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengendalian Mecnara Telekonmunikasi (
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomar 9) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ( Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 10) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan: Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menergah DPaerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016 { Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor
10 Tahun 2013 { Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2013 Nomor 10} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Pelelangan lkan ( Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 18) ; '

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (
Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011
tentang Retribusi Terminal { Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 20) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir { Lembaran Dacrah
Tahun 2011 Nomor 21} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Trayek ( Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 22 );

Peraturan Dacrah Kabuapten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ( Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 23 };

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (
Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 23 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25) ;

Peraturan Daerah Kabupaterr Pacitan Nomor 26 Tahun 2011
tentang Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor
26 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakaiah Kekayaan Daerah {Lemabaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 27 ) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Pasar { Lembaran Daerah Tahun

2011 Nomor 28);
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 ( Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3 );
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (
Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2 );



- 88. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015
Nomor 3).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
semula Rp. 1.272.573.006.307,00 bertambah secjumlah Rp. 270.321.186.445,00
Sehingga menjadi Rp. 1.542.894.192.752,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan '
a  Semula Rp 1.231.166.745.141,00

b  Bertambah Rp 182.501.645.907,82
Jumlah Pendapatan setelah Rp 1.413.668.391.048,82
Perubahan

2 Belanja

a  Semula Rp 1.269.623.006.307,00

b Bertambah : Rp 271.821.186.445,00
Jumlah Pendapatan setelah Rp 1.541.444.192.752,00
Perubahan

3 Pembiayaan

Penerimaan
a  penerimaan
1)  Semula Rp 41.406.261.166,00
2} Bertambah Rp 87.819.540.537,18
Jumlah  Penerimaan Rp 129.225.801.703,18
Setelah Perubahan

b Pengeluaran

1) Semula Rp 2.950.000.000,00
2) Berkurang Rp (1.500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran - Rp 1.450.000.000,00
Sctelah Perubahan :
Jumlah  Pembiayaan Rp 127.775.801.703,18
Netto setelah
Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Ini.

 Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini



Pasal S5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di :  PACITAN
Pada Tanggal : 8 September 2015
BUPATI PACITAN
Cap.ttd
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN Y
8 o

Drs SUKO WIYONO, MM
Pembima Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Nomor 29



Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di :  PACITAN
Pada Tanggal : 8 September 2015
BUPATI PACITAN
Cap.ttd
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 Nomor 29



